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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 23,
Pasal 26 ayat (3), Pasal 39 ayat (8), dan Pasal 57 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
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Menetapkan :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1787 /Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi
Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 673);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012
tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013
tentang  Sentra  Pengembangan dan  Penerapan
Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
381 /Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat

Tradisional Nasional;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat
dan keamanannya terbukti secara empiris.

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,
sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.

Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang
melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh
melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non
formal.

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya
disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan
kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk
memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk
melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris.
Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi
masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan
tradisional empiris.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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9.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris yang aman dan bermanfaat;
pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris bagi pemerintah, pemerintah daerah,
dan penyehat tradisional; dan

pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
secara berjenjang oleh pemerintah dan lintas sektor
terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan

tradisional.

BAB II
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Penyehat Tradisional

Pasal 3
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilaksanakan
oleh Penyehat Tradisional berdasarkan pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh secara turun temurun atau
melalui pendidikan non formal.
Pengetahuan dan keterampilan secara turun temurun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui
magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah
memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling
sedikit 5 (lima) tahun.
Pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari
pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui pelatihan atau kursus yang

dibuktikan  dengan sertifikat  kompetensi  yang



(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan
Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat
kegiatan magang.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup
memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris secara mandiri.

Bagian Kedua

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pasal 4
Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku
untuk 1 (satu) tempat praktik;
STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak
melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat
invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri

khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pasal 5
Untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus
mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
a. surat pernyataan mengenai metode atau teknik
pelayanan yang diberikan;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku;



